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PONTIANAK - Gubernur Ka-
limantan Barat, Cornelis melantik -
Kepala Perwakilan Badan Penga-
wasan Keuangan dan Pembangu-
nan Provinsi Kalbar, Arman Syahri

" Harahap, Rabu (26/8). Cornelis
meminta lembaga tersebut berk-
oordinasi dengan Wakil Gubernur
Kalbar, Christiandy Sanjaya.

“Wagub itu perannyasebagaipen-
gawasandanpengendalian. Inidiatur
oleh undang-undang,” ujar Cornelis-
saatpelantikan di Balai Petitih Kantor
Gubernur Kalbar.

Menurut Cornelis, koordinasi har-
usdilakukansegera. Jikamenyangkut
tindak pidana korupsi, harus segera
diselesaikan. :

Begitupulajikapersoalan tersebut
menyangkut hukum administrasi
negara atau tata usaha negara, juga
harus dikoordinasikan dan disele-
saikan dengan segera. :

Cornelis mengatakan BPKP bu-

kan alat untuk menghancurkan

pemerintah.. Keberadaan BPKP

untuk melakukan audit internal. -

BPKPmembimbingpemerintahagar
tidak terjadi tindak pidana korupsi.
“BPKP itu seharusnya tidak ikut-ikut

‘memeriksa seperti lembaga hukum

lainnya;” kata Cornelis.

Saat ini banyak yang tak mau
menjadipejabatpenggunaanggaran.
Dikarena rawan terhadap pemerik-
saan. Hasil audit Badan Pemeriksa
Keuanganyangsudahditindaklanjuti
juga diperiksa kembali.

- “Baru sebatas (laporan melalui)
sms, surat kaleng sudah diperiksa.
Jalan Tayanituempattahunbarureal-

BPKP Harus Sinkron dengan BPK

ternal pemerintah supaya tidak ter-
jadi tindak pidana korupsi, terutama
manajemen kuangan, pemerintahan
danpengadaanbarangdanjasa,’jelas
Cornelis. e ke
SebelummenjabatsebagaiKepala

Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, |

Arman Syahri Harahap menjabat
sebagai Kepala Perwakilan BPKP
Sumatera Barat. Ketika dikonfir-
masi, Arman mengatakan akan
menyelesaikan tugas-tugas pejabat

. sebelumnya.

isasi.Sayasaja dimintamenandatan-

gani pertanggungjawaban terhadap
penggunaak DAK. Memangnya saya

‘bendahara?” ungkap Cornelis. =

Cornelis berharap BPK dan BPKP
melakukan sinkronisasi aparat
pemerintahan tidak bingung, “Ker-
ja bagus-bagus' sesuai UU, BPKP
kami harapkan membimbing in-

Berkenaan dengan keluhan Gu-
bernur Kalbar mengenai pernyataan
atau tandatangan pertanggungjawa-
ban, Armanmenjelaskanhaltersebut
berdasarkan peraturan yang dikelu-
arkan Kementerian Keuangan. '

- “Adaformulir-formuliryangharus
diisi. Semuanya ini berdasarkan
aturandariKementerianKeuangan,"
ungkap Arman, yangakanmempela-
jari keluhan-keluhan lainnya dari
pejabat pemerintah. (uni).

Sub Bagian Humas dan TU
BPK Rl Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
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